
  



 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

1 Pembayaran Honor 

Pemateri/Narasumber

Pembayaran Honor Narasumber 

seminar/FGD/Workshop pada 

Fakultas....An.....dkk (5 Penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor.....Tanggal....yang 

dilaksanakan pada tanggal....

Telaah pengusulan 

pembayaran dari ketua 

Tim/Pengusul yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi An. 

Salah satu Penerima dan 

Kuitansi SISKA, SK 

pemateri/Narasumber, 

Daftar Nominatif, SPBy*, 

Daftar Hadir Nara sumber, 

Bahan paparan/presentasi 

narasumber, Foto 

Narasumber pada saat 

presentasi, daftar riwayat 

hisdup/CV narasumber

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal. 9 No. 11 point 11,1 

: Honorarium 

Narasumber, dan pada 

SBM hal. 48 point 11 

untuk penjelasannya

Satuan jam yang digunakan adalah 60 menit baik 

dilakukan secara panel maupun individual. 

Honorarium narasumber dapat diberikan 

sepanjang berasal dari luar unit kementerian 

negara/lembaga penyelenggara.

2 Honor Moderator Pembayaran Honor  Moderator 

seminar/FGD/Workshop pada 

Fakultas....An.....dkk (5 Penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor.....Tanggal....yang 

dilaksanakan pada tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua 

Tim/Sekretaris Senat yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*,SK, SSP 

PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 9 

point 11.2; Honorarium 

Moderator

Honor Moderator dapat diberikan sepanjang 

berasal dari luar unit kementerian/lembaga 

penyelenggara, termasuk untuk penyelenggaraan 

kegiatan yang dananya bersumber dari dana 

Dekonsentrasi/ tugas Pembantu, honorarium 

moderator dapat dibayarkan sepanjang sumber 

plendanaanya dari luar Bagian Anggaran (BA) 

DIPA Penyelanggara.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

3 Honor Pembawa Acara Pembayaran Honor  Pembawa 

Acara seminar/FGD/Workshop 

pada Fakultas....An.....dkk (5 

Penerima) sesuai SK Rektor 

Nomor.....Tanggal....yang 

dilaksanakan pada tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua 

Tim/Sekretaris Senat yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*,SK, SSP 

PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 9 

point 11.3; Honorarium 

Pembawa Acara

Honor pembawa acara dapat dibayarkan denga 

syarat peserta kegiatan minimal 300 orang dengan 

dilaksanakan secara langsung (Ofline) maupun 

daring (Online) *Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

4 Honor Panitia Kegiatan Pembayaran Honor Panitia 

Seminar/Kuliah Umum (isi salah 

satu) Pada 

Biro/Fakultas/UPT.....dengan 

tema "....." An.....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran, 

Lembar Disposisi 

Persetujuan Pembayaran, 

Surat Keputusan (SK), 

Daftar Normatif, Kuitansi 

SISKA*, SPP/SPBy, 

SPM/Kuitansi Silabi, Surat 

Pemotongan Pajak, Laporan 

kegiatan

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 9 No. 11 Point 11,4 : 

Honorarium Panitia 

serta SBM hal 49 Point 

14 berkenaan tentang 

penjelasannya

Honorarium Panitia kegiatan dapat dibayarkan 

sepanjang sasaran peserta kegiatan berasal dari 

berasal dari luar lingkup kementerian 

negara/lembaga lainnya/masyarakat serta

dilaksanakan secara langsung ( offline). Apabila 

memerlukan tambahan anggota yang berasal dari 

pegawai Non PNS harus dilakukan pemilihan 

secara selektif. serta panitia yang dibayar 

honornya hanya berjumlah 10% dari peserta 

dengan memepertimbangkan efisien dan 

efektifitas



 

 

 

 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

 Honor Tim didalam SBM hal 16 point 18 dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu Honor Tim Penyusun Jurnal, 

Honor Tim Penyusun Buletin/ majalah dan honor 

Tim pengelola website.

Honor Tim Penyusun Jurnal diberikan untuk 

menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak 

maupun elektronik berdasarkan surat keputusan 

pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah 

pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, 

dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. 

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal 

nasional/internasional dapat diberikan 

honorarium kepada mitra bestari (peer review).

Honor Tim Penyusun Buletin/majalah untuk 

menyusun dan menerbitkan buletin/ majalah,

berdasarkan surat keputusan pejabat yang 

berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang 

isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan 

tentang topik aktual yang patut diketahui 

pembaca. Buletin adalah media cetak berupa 

selebaran atau majalah berisi warta singkat atau 

pernyataan tertulis yang diterbitkan secara

periodik yang ditujukan untuk lembaga atau 

kelompok profesi tertentu.

Honor Tim Pengelola website untuk mengelola 

website, berdasarkan surat keputusan pejabat 

yang berwenang. Website yang dimaksud disini 

adalah website yang berisi profile dan informasi 

satker yang dikelola oleh kementerian negara/ 

lembaga, unit eselon I/ setara atau unit vertikal 

setingkat

eselon II di daerah.

*disiapkan oleh bagian 

keuangan.

5 Honor Tim Pembayaran Honor Tim ......(isi 

nama Tim) pada 

Biro/Fakultas/UPT....untuk 

bulan.....An. .....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor....Tanggal....

Telaah Pembayaran dari 

ketua Tim yang ditujukan ke 

pejabat Pembuat Komitmen 

belanja operasional, 

kuitansi, Daftar nominatif 

Honorarium/Daftar Bayar, 

Daftar Norminatif, Surat 

pernyataan bahwa tim yang 

dibentuk merupakan 

perangkapan fungsi dan 

tidak terdapat dalam SOTK, 

SPP/SPBy*, SPM/Kuitansi 

Silabi, Surat Setoran Pajak 

(SSP), Laporan Bulanan.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 Hal 

16 penjelassan pada 

SBM hal 57



 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

6 Honor Penasehat 

Akademik

Pembayaran Honor Pembimbing 

Akademik pada Fakultas...untuk 

semester.....tahun 

akademik....An....dkk (5 

penerima) sesuai SK Rektor 

Nomor....Tanggal....yang 

dilaksanakan mulai Tgl.....sd 

Tgl....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK) Rektor, 

Daftar Norminatif,SPBy, SSP 

PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 12 No. 13 Point 

13,2.a: Honorarium 

Dosen 

Wali/Penasehat/Pembi

mbing Akademik  

Mahasiswa; berkenaan 

tentang penjelasannya

Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang 

menyelenggarakan kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 

13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui 

perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang 

menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan 

tinggi yang bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. (SBM Hal 51 point 13.f)

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

7 Honor Penguji Seminar 

Proposal

Pembayaran Honor Penguji 

Seminar Proposal pada 

Fakultas...An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor....Tanggal....yang 

dilaksanakan mulai Tgl.....sd 

Tgl....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy, BA 

Pelaksanaan Seminar/Kartu 

Kontrol Bimbingan, SSP PPh 

21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 12 No. 13 Point 

13,2.a: Honorarium 

Penguji Seminar 

Proposal  Skripsi/Tugas 

Akhir 

Pembayaran honorarium Penguji Seminar 

Proposal Skripsi/ Tugas Akhir berdasarkan per 

mahasiswa yang diuji serta besaran satuannya 

sudah di tentukan. Serta mempertimbangkan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, 

yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

8 Honor Penguji Seminar 

Hasil

Pembayaran Honor Penguji 

Seminar Seminar Hasil pada 

Fakultas...An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor....Tanggal....yang 

dilaksanakan mulai Tgl.....sd 

Tgl....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy, BA 

Pelaksanaan Seminar/Kartu 

Kontrol Bimbingan, SSP PPh 

21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 12 No. 13 Point 

13,2.a: Honorarium 

Penguji Seminar Hasil  

Skripsi 

Pembayaran honorarium Penguji Seminar  Hasil 

Skripsi berdasarkan per mahasiswa yang diuji 

serta besaran satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yai+F48tu tertib, taat pada 

peraturan perundangundangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Lebih jelas lagi pada SBM 

hal.31 point 13 Honorarium Penyelenggara 

kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

9 Honor Penguji Seminar 

Sidang Sarjana

Pembayaran Honor Penguji 

Sidang Sarjana pada 

Fakultas...An....dkk (5 penerima) 

sesuai dengan SK Rektor 

Nomor....Tanggal....yang 

dilaksanakan mulai Tgl.....sd 

Tgl....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Dekan/Warek II/Kabag 

TU fakultas yang ditujukan 

ke PPK, Lembar Disposisi 

Persetujuan Pembayaran, 

Kuitansi salah satu 

penerima, Surat Keputusan 

(SK), Daftar 

Norminatif,SPBy, BA 

Pelaksanaan Seminar/Kartu 

Kontrol Bimbingan, SSP PPh 

21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 12 No. 13 Point 

13,2.a: Honorarium 

Penguji Skripsi/Tugas 

Akhir 

Pembayaran honorarium Penguji Skripsi/ Tugas 

Akhir berdasarkan per mahasiswa yang diuji serta 

besaran satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Lebih jelas lagi pada SBM 

hal.31 point 13 Honorarium Penyelenggara 

kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan



 

 

 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

10 Honor Kelebihan Jam 

Mengajar Dosen

Pembayaran Honor kelebihan jam 

mengajar pada 

Fakultas....An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Daftar 

Hadir Mahasiswa, Daftar 

Hadir Mengajar Dosen, SSP 

PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 12 No. 13 Point 

13,2.a: Honorarium 

Kelebihan Jam 

mengajar

Pembayaran honorarium Kelebihan Jam Mengajar 

Dosen besaran satuannya sudah di tentukan. 

Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat 

pada peraturan perundangundangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Lebih jelas lagi pada SBM 

hal.31 point 13 Honorarium Penyelenggara 

kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

11 Honor Penyusun Naskah 

Soal Ujian

Pembayaran Honor Penyusun 

Naskah Soal Ujian pada 

Fakultas....An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Foto copy 

Naskah Soal Per Mata 

Kuliah, SSP PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 SBM 

Hal 17 No.20 Point 20.3: 

Honorarium 

Penyusunan Pembuatan 

Bahan Ujian, 

Naskah/Pelajaran

Pembayaran honorarium Penyusunan naskah soal 

ujian besaran satuannya sudah di tentukan 

Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar No. 

235/UN59/KU.01.01/2019

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

12 Honor Pengawas Ujian Pembayaran Honor Pengawas 

Ujian pada Fakultas....An....dkk (5 

penerima) sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Absensi 

Pengawas, SSP PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 Hal 

17 No. 20 Point 20.3: 

Honorarium Pengawas 

Ujian

Pembayaran honorarium Pengawas Ujian besaran 

satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

13 Honor Pemeriksaan 

Lembar Jawaban Hasil 

Ujian

Pembayaran Honor Pemeriksaan 

Lembar Jawaban Hasil Ujian pada 

Fakultas....An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Rekapan 

Jumlah Mahasiswa Ujian, 

SSP PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

Tentang SBM Hal 17 

point 20.3: Honorarium 

Pemeriksa Jawaban 

Hasil Ujian

Pembayaran Pemeriksa Lembar Jawaban Hasil 

Ujian besaran satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan



 

 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

14 Honor Pembimbing 

Praktikum

Pembayaran Honor Pendamping 

Praktikum pada 

Fakultas/Lab....An....dkk (5 

penerima) sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari Pimpinan unit kerja 

yang ditujukan ke PPK, 

Lembar Disposisi 

Persetujuan Pembayaran, 

Kuitansi salah satu 

penerima, Surat Keputusan 

(SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Absensi 

Dosen dan Mahasiswa, SSP 

PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

Tentang SBM Hal 12 

point 13.2: Kelebihan 

Jam Fasilitator/Tutor/ 

Pembimbing Praktikum

Pembayaran Honor Pembimbing Praktikum 

besaran satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

15 Honor Pembimbing 

Praktek Lapangan

Pembayaran Honor Pembimbing 

Praktek Kerja Lapangan pada 

Fakultas....An....dkk (5 penerima) 

sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua Tim/Pengusul 

yang ditujukan ke PPK, 

Lembar Disposisi 

Persetujuan Pembayaran, 

Kuitansi salah satu 

penerima, Surat Keputusan 

(SK), Daftar 

Norminatif,SPBy*, Kartu 

Kontrol Lapangan, SSP PPh 

21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

Tentang SBM Hal 14 

point 13.3.i:  

Honorarium 

Pembimbing Praktek 

Lapangan

Pembayaran Honor Pembimbing Praktek 

Lapangan besaran satuannya sudah di tentukan. 

Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat 

pada peraturan perundangundangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Lebih jelas lagi pada SBM 

hal.31 point 13 Honorarium Penyelenggara 

kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

16 Honor Pembimbing 

Skripsi

Pembayaran Honor Pembimbing 

Skripsi pada Fakultas....An....dkk 

(5 penerima) sesuai SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK) Rektor, 

Daftar Norminatif,SPBy*, 

Kartu Kontrol Bimbingan, 

SSP PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

Tentang SBM Hal 13 

point 13.2.a:  

Honorarium 

Pembimbing Skripsi

Pembayaran Honor Pembimbing Skripsi besaran 

satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

17 Pembayaran Sidang 

Senat (Wisuda dan 

Yudisium)

Pembayaran Honor Sidang Senat 

dalam rangka yudisium 

Fakultas...an....dkk (...penerima) 

yang dilaksanakan tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua senat yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif, Undangan 

Rapat, SPBy*, Absensi, 

Notulensi Rapat, 

Dokumentasi kegiatan, SSP 

PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 14 

point 13.3.o: 

Honorarium Sidang 

Senat.

Pembayaran Honor Sidang Senat besaran 

satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan



 

 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

18 Honor Bulanan Senat 

Universitas/Fakultas

Pembayaran Honor Ketua dan 

Sekretaris Senat 

Fakultas...an....dkk (...penerima) 

untuk bulan.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua 

Tim/Sekretaris Senat yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*,SK, SSP 

PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 10 

point 13.1.i: 

Honorarium Senat 

(dosen yang memiliki 

tugas tambahan)

Pembayaran Honor Bulanan Senat besaran 

satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

19 Honor Reviewer 

Monitoring dan 

Penelitian Dosen Muda

Pembayaran Honor Reviewer 

penelitian dosen muda pada 

LPPM UTU an....dkk (...penerima) 

sesuai dengan SK Rektor 

Nomor...Tanggal....yang 

dilaksanakan pada 

tanggal.....sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua 

Tim/Pengusul yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*, 

Dokumentasi Kegiatan, 

Absensi 

Penelitian/Reviewer, BAST 

Reviewer, SSP PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 9 

point 10: Honorarium 

Komite Penilaian dan 

atau Reviewer Proposal 

dan atau Komite 

Penilaian dan atau  

Reviewer Keluaran 

Penelitian

Didalam honor reviewer berdasarkan SBM ada dua 

jenis yaitu Honor Komite/ Reviewer Proposal 

Penelitian dan Komite/ Reviewer Keluaran 

Penelitian. Semua satuan biayanya sudah diatur 

besarnnya dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, 

taat pada peraturan perundangundangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

20 Bantuan Biaya 

Penelitian dan 

Pengabdian Dosen

Pembayaran bantuan biaya 

penelitian/pengabdian untuk 

Dosen Universitas Teuku Umar 

Tahap I/II/III....An....dkk (5 

penerima) sesuai dengan SPK 

Nomor.....Tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari ketua ketua 

Tim/Pengusul yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*,SK 

Penetapan/SK Rektor, 

Fotocopy Proposal.

Buku Panduan 

Pelaksanaan Penelitian 

dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Edisi II-

Tahun 2020

Skema Pengabdian Penugasan ini difokuskan 

kepada prioritas pembangunan daerah sekitar 

kampus universitas teuku umar.berdasarkan 

kondisi dan kebutuhan daerah seperti pemberian 

bantuan berupa sosialisasi, pendampingan, 

pemberian sembako, alat bantu pencehan dan 

penanggulangan kepada korban bencana alam 

dan non alam, wabah penyakit, bencana sosial 

dan lainnya.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

21 Biaya Paket data dan 

Komunikasi

Pembayaran Belanja Barang 

berupa Biaya Paket data dan 

Komunikasi dalam rangka......... 

Sesuai dengan SPTJM......... 

Tanggal..........

Usulan pembayaran dari 

pelaksana kegiatan 

ditujukan ke PPK, disposisi 

persetujuan kegiatan, 

SPTJM, 

SPP/*SPBy,SPM/Kuitansi 

Silabi yang telah bermaterai, 

SSP, 

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 18 

point 26; Biaya Paket 

Data dan Komunikasi

Pemberian biaya paket data dan komunikasi 

dilakukan secara selektif. Pejabat Setingkat Eselon 

I dan ll/yang setara sebesar Rp400.000

Pejabat Setingkat Eselon Ill/yang setara ke bawah 

sebesar Rp. 200,000 *Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan



 

No Jenis Pembayaran
Bahasa di kwitansi SISKA sesuai 

SOP Keuangan
Jenis Dokumen Dilengkapi Dasar Hukum Penjelasan Ket

22 Honor 

Pendamping/pelatih 

UKM

Pembayaran Honor 

Pendamping/pelatih 

UKM....An....dkk (5 penerima) 

sesuai dengan SK Rektor 

Nomor...Tanggal...yang 

dilaksanakan pada tanggal...sd.....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari pimpinan fakultas yang 

ditujukan ke PPK, Lembar 

Disposisi Persetujuan 

Pembayaran, Kuitansi salah 

satu penerima, Surat 

Keputusan (SK) Rektor, 

Daftar Norminatif,SPBy*, 

Kartu Kontrol Bimbingan, 

SSP PPh 21

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 Hal 

14

Pembayaran Honor Pendamping dan pelatih UKM 

besaran satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan

23 Honor Kepala Lab Pembayaran Honor Kepala 

Laboratorium Fakultas...an....dkk 

(...penerima) yang dilaksanakan 

tanggal....

Telaah Usulan Pembayaran 

dari yang ditujukan ke PPK, 

Lembar Disposisi 

Persetujuan Pembayaran, 

Kuitansi salah satu 

penerima,  Daftar 

Norminatif,  SPBy*,SK, SSP 

PPh 21.

Peraturan Menteri 

Keuangan RI No. 

119/PMK.02/2020 

tentang SBM Hal 10 

point 13.1.k: 

Honorarium Kepala 

Laboratorium

Pembayaran Honor Kepala Laboratorium besaran 

satuannya sudah di tentukan. Serta 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Lebih jelas lagi pada SBM hal.31 point 13 

Honorarium Penyelenggara kegiatan pendidikan 

pada perguruan tinggi. Penyesuaian Tunjangan 

Kepala Laboraturium dilakukan setiap Awal 

Tahun.

*Disiapkan oleh Bagian 

Keuangan


